ABSTRAK

Penerapan sistem otonomi dalam NKRI sebagaimana amanat Pasal 18 Ayat (1)
UUD NRI Tahun 1945, berimplikasi Pemerintan Daerah berhak menetapkan
Perda yang pelaksanaannya dilakukan pengawasan melalui executive review.
Perda provinsi dan Peraturan Gubernur yang bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau
kesusilaan dibatalkan oleh Mendagri sedangkan untuk Perda kabupaten/kota dan
peraturan Bupati/Wali Kota dibatalkan oleh Gubernur sebagai wakil dari pusat.
Pembatalan melalui executive review tersebut inkonstitusional dengan Pasal 24 A
Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Putusan MK Nomor 56/PUU-XIV/2016 telah mencabut kewenangan
Mendagri dan Gubernur dalam membatalkan Perda Provinsi dan Perda
Kabupaten/Kota. Berdasarkan putusan tersebut, makapembatalan Perda hanya
dapat ditempuh melalui mekanisme judicial review oleh Mahkamah
Agung.KPPODmencatat adanya implikasi Putusan MK diantaranya penghapusan
pengawasan pemerintah pusat atas Perda (ex-post). Kedua, menghambatpolicy
delivery dari pusat ke daerah (Paket Kebijakan, Deregulasi dan Debirokkratisasi).
Ketiga, menghapus sistem check and balance terhadap pengawasan Perda.
Keempat, menempatkan masyarakat, kelompok dan sektor privat sebagai pihak
yang secara vis-a-vis berhadapan/berkonflik dengan pemerintah daerah

Berdasarkan beberapa problematika diatas, dirumuskan permasalahan
penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana mekanisme pembatalan Perda pasca
putusan MK Nomor 56/PUU-XI1V/2016 dan (2) Bagaimana wewenang Menteri
dalam Negeri dan Gubernur dalam executive previewPerda pasca Putusan MK.
Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
normatif dengan Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber data
dalam penelitian ini merupakan data sekunder sebagai data utama dan metode
pengumpulan data dengan kepustakaan. Adapun metode yang digunakan dalam
menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan mekanisme Pembatalan Perda Pasca Putusan MK
dilaksanakan melalui Judicial Review oleh MA diatur dalam Pasal 2, Pasal 3,
Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 PERMA Nomor 01 Tahun 2011 Tentang
Hak Uji Materiil. Mekanisme judicial review meliputi beberapa tahap, antara lain
pengajuan pemohon keberatan, pemeriksaan dalam persidangan, putusan,
pemberitahuan isi putusan, dan pelaksanaan putusan. Wewenang Mendagri dan
Gubernur dalam pengawasan Perda pasca Putusan MK dapat dilakukan secara
preventif terhadap Raperda atau lebih tepat disebut executive preview. Pengujian
dilakukan terhadap Raperdayang mengatur RPJPD, RPJIMD, APBD, perubahan
APBD, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah,
dan RUTR sebelum disahkan oleh Kepala Daerah. Berdasarkan hal tersebut,
penulis memberikan saran, perlunya pengaturan lebih lanjut terkait mekanisme
judicial review dalam pembatalan Perdaserta perlunya pengawasan yang optimal
terhadap Raperda agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi, kesusilaan, dan kepentingan umum.
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